
 

 
 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA RI 

No.4988 KEUANGAN. NEGARA. Syariah. Pajak 
Penghasilan. Kegiatan Syariah Usaha. (Penjelasan 
Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 48) 

 
PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2009 
TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH 

I. UMUM 

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mengalami 
perkembangan yang antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi 
syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal 
syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya 
berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam 
dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 
syariah.  

Dibandingkan dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional yang telah 
dikenal, terdapat perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah 
dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional tersebut. 
Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus 
diperhatikan oleh Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya, yaitu: kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari 
spekulasi, dan  riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan 
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pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan 
tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah. 
Kegiatan tersebut, dalam usaha berbasis syariah dilakukan melalui beberapa 
pendekatan antara lain:  

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;  

b. transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna;  

c. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya 
bittamlik; dan 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh; 

Berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi, dana akan 
dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan, 
tanpa imbalan, atau bagi hasil.  

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi 
berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa 
implikasi. Perbedaan tersebut  menyebabkan perlakuan perpajakan yang 
berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem 
konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut, maka perlakuan 
perpajakan menjadi tidak netral bagi para pihak yang terlibat untuk 
menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip 
syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait 
dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan 
yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari 
kegiatan usaha tersebut.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 31D memerintahkan untuk 
membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan Pajak 
Penghasilan atas transaksi kegiatan Usaha Berbasis  Syariah dipersamakan 
dengan atau sebagaimana yang berlaku atas transaksi sepadan yang dilakukan 
oleh pelaku usaha dalam industri yang sama yang berdasarkan sistem 
konvensional. Dengan demikian, perlakuan Pajak Penghasilan tidak bersifat 
distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (level playing field) 
bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama. 
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